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Abstract: Transnational Organized Crime (TOC) poses a serious threat to regional security in
Indonesia and Malaysia. Conventional police cooperation is often hindered by legal,
bureaucratic, and political differences. Objective: This article analyzes the application of the
Nodal governance model as a strategy to strengthen bilateral police cooperation in addressing
TOC. Method: Qualitative research using a case study approach, in-depth interviews with key
informants (Indonesian National Police, Royal Malaysian Police, International Cooperation
Division), and analysis of official documents. Results: Nodal governance has proven effective
in integrating multiple actors (police, immigration, customs, civil society) for intelligence
coordination, extradition, and operation.

Keywords: Nodal governance, Police Cooperation, Transnational Organized Crime,

Indonesia-Malaysia, Regional Security.

Abstrak: Kejahatan transnasional terorganisir (TOC) merupakan ancaman serius bagi
keamanan regional Indonesia—Malaysia. Kerjasama kepolisian konvensional sering terkendala
perbedaan hukum, birokrasi, dan politik. Tujuan: Artikel ini menganalisis penerapan model
Nodal governance sebagai strategi penguatan kerjasama kepolisian bilateral dalam penanganan
TOC. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, wawancara mendalam
dengan informan kunci (Polri, PDRM, Divhubinter), dan analisis dokumen resmi. Hasil: Nodal
governance terbukti efektif dalam mengintegrasikan multi-aktor (kepolisian, imigrasi, bea
cukai, masyarakat sipil) untuk koordinasi intelijen, ekstradisi, dan operasi

Kata Kunci: Nodal governance, Kerjasama Kepolisian, Kejahatan Transnasional
Terorganisir, Indonesia-Malaysia, Keamanan Regional
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PENDAHULUAN

Transnational Organized Crime (TOC) telah berkembang menjadi ancaman
strategis bagi keamanan regional di Asia Tenggara, khususnya di kawasan perbatasan
Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini, yang berbagi perbatasan darat dan laut
sepanjang 2.019 Km, menghadapi kerentanan struktural terhadap berbagai bentuk
kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, terorisme,
dan kejahatan ekonomi transnasional (UNODC, 2021). Berdasarkan data Bareskrim Polri
(2024), kasus TOC di perbatasan Indonesia-Malaysia menunjukkan peningkatan rata-rata
15% per tahun, dengan modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir.

Konfigurasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia dengan
garis pantai 108.000 Km dan posisi strategis pada jalur Sea Lines of Communication
(SLOC) menciptakan kerawanan ganda: sebagai koridor perdagangan legal sekaligus celah
bagi aktivitas ilegal (Anderson, 2005). Sementara itu, Malaysia dengan infrastruktur
perdagangan maju rentan menjadi transit dan destinasi barang serta manusia hasil
kejahatan transnasional. Fenomena "Golden Triangle" yang melibatkan Batam, Singapura,
dan wilayah Kalimantan semakin memperumit lanskap keamanan kawasan.

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman TOC, kerjasama kepolisian tradisional
berbasis negara (state-centric approach) seringkali terbentur pada kendala struktural
seperti perbedaan sistem hukum (common law vs civil law), birokrasi yang rumit, dan
sensitivitas politik historis antara kedua negara. Pendekatan konvensional ini dinilai
kurang responsif terhadap dinamika jaringan kejahatan yang telah mengadopsi struktur
organisasi fleksibel, teknologi mutakhir, dan strategi lintas yurisdiksi (Shelley, 2018). Oleh
karena itu, diperlukan paradigma tata kelola keamanan baru yang mampu
mengintegrasikan multi- aktor dan sumber daya dalam kerangka kerja sama yang lebih
adaptif

Penelitian tentang kerjasama kepolisian internasional telah berkembang dalam dua
dekade terakhir. Andreas dan Nadelmann (2006) dalam Policing the Globe
mengemukakan bahwa penegakan hukum transnasional memerlukan konvergensi norma
dan institusi melebihi batas kedaulatan tradisional. Namun, implementasi kerjasama sering
terkendala oleh "paradoks kedaulatan" dimana negara enggan melepaskan kontrol atas
wilayah yurisdiksinya meski menghadapi ancaman bersama.

Konsep Nodal governance yang diperkenalkan oleh Burris, Drahos, dan Shearing
(2005) menawarkan perspektif alternatif dengan menekankan pada kolaborasi multi-aktor
dalam jaringan tata kelola. Menurut teori ini, keamanan tidak lagi menjadi domain
eksklusif negara, tetapi dikelola melalui simpul-simpul (nodes) otoritas yang memiliki
kapasitas dan sumber daya berbeda-beda. Aplikasi nodal governance dalam konteks
keamanan transnasional telah dikaji oleh Dupont (2004) yang menunjukkan efektivitasnya
dalam penanganan kejahatan siber dan terorisme di kawasan Eropa.

Di tingkat regional Asia Tenggara, penelitian oleh Emmers (2018)
mengidentifikasi bahwa kerjasama keamanan ASEAN masih didominasi oleh pendekatan
state-centric dengan keterlibatan terbatas aktor non-negara. Sementara itu, studi khusus
mengenai kerjasama kepolisian Indonesia-Malaysia oleh Djamin (2019) menemukan
bahwa mekanisme bilateral sepertit ASEANAPOL dan perjanjian ekstradisi belum optimal
akibat perbedaan kapasitas institusional dan prioritas nasional.

Terkait penanganan TOC, penelitian UNODC (2020) menekankan pentingnya
pendekatan terintegrasi yang melibatkan sektor keuangan, imigrasi, dan kepabeanan.
Namun, studi tersebut kurang menyentuh aspek tata kelola jaringan (network governance)
dalam konteks hubungan bilateral. Sementara itu, penelitian terbaru oleh Ambarwati dan
Rahman (2022) tentang kejahatan narkotika di perbatasan Indonesia-Malaysia
merekomendasikan model koordinasi berbasis teknologi, tetapi belum mengembangkan

2747 |Page


https://dinastirev.org/JIHHP

https://dinastirev.org/JIHHP, Vol. 6, No. 4, 2026

kerangka nodal governance secara komprehensif.

Dalam konteks teori hubungan internasional, konsep Complex Interdependence
dari Keohane dan Nye (2011) relevan untuk menganalisis kerjasama kepolisian Indonesia-
Malaysia. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antar negara ditandai oleh saling
ketergantungan multi-sektor dengan aktor yang beragam, dimana kekuatan militer bukan
lagi instrumen utama. Pendekatan ini selaras dengan prinsip nodal governance yang
menekankan kolaborasi lintas sektor dan aktor.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya research gap mengenai penerapan nodal
governance dalam kerjasama kepolisian bilateral Indonesia-Malaysia khususnya untuk
penanganan TOC. Sebagian besar studi masih berfokus pada aspek hukum dan
institusional tanpa mengeksplorasi potensi model tata kelola berbasis jaringan. Artikel ini
bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis efektivitas nodal governance dalam
mengoptimalkan kerjasama kepolisian kedua negara.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, artikel ini menjawab pertanyaan penelitian:
Bagaimana model nodal governance dapat meningkatkan efektivitas kerjasama
kepolisian Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi Transnational Organized Crime
(TOC)? Pertanyaan utama ini dijabarkan menjadi tiga sub-pertanyaan:

1) Apa saja kendala struktural dalam kerjasama kepolisian tradisional Indonesia-
Malaysia dalam penanganan TOC?
2) Bagaimana penerapan prinsip nodal governance dalam praktik kerjasama kepolisian
kedua negara?
3) Faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasi nodal governance
dalam kerangka kerjasama bilateral?
Penelitian ini bertujuan untuk:
1) Menganalisis kendala dan tantangan dalam kerjasama kepolisian Indonesia-
Malaysia dalam penanganan TOC.
2) Mengevaluasi penerapan prinsip nodal governance dalam praktik kerjasama
bilateral.
3) Mengembangkan model tata kelola keamanan berbasis nodal governance untuk
optimalisasi kerjasama kepolisian Indonesia-Malaysia.

Artikel ini memberikan kontribusi tiga dimensi: teoritis dengan mengintegrasikan
konsep nodal governance dalam studi keamanan transnasional; metodologis melalui
pendekatan studi kasus multi-level dalam konteks bilateral; dan praktis dengan
menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis evidence untuk penguatan kerjasama
kepolisian Indonesia-Malaysia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
bagi pengembangan model kerjasama keamanan regional di kawasan ASEAN.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus
eksplanatori untuk memahami secara mendalam penerapan nodal governance dalam
kerjasama kepolisian Indonesia-Malaysia menghadapi Transnational Organized Crime
(TOC). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial
yang kompleks, kontekstual, dan memerlukan pemahaman mendalam tentang persepsi,
pengalaman, dan interaksi aktor (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus
memungkinkan penelitian menginvestigasi fenomena kontemporer dalam konteks
kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin,
2018).

Penelitian ini mengadopsi perspektif konstruktivis yang mengakui bahwa realitas
sosial dibangun melalui interaksi antara peneliti dan partisipan, serta dipengaruhi oleh
konteks historis, kultural, dan politik (Guba & Lincoln, 2005). Pendekatan ini sesuai
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karena nodal governance sebagai konsep tata kelola bersifat dinamis dan kontekstual,
terbentuk melalui interaksi multi-aktor dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda

Penelitian ini mengumpulkan data melalui kombinasi metode kualitatif yang
meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumen. Sumber data
primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 informan kunci yang
dipilih secara purposif berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan langsung dan
pengalaman praktis dalam kerjasama kepolisian Indonesia-Malaysia serta penanganan
kasus Transnational Organized Crime. Informan tersebut terdiri dari perwira Divisi
Hubungan Internasional Polri (5 orang), Atase Kepolisian di Malaysia (3 orang), perwira
Polis Diraja Malaysia (4 orang), analis Badan Narkotika Nasional (2 orang), dan satu
akademisi bidang keamanan transnasional. Wawancara dilakukan selama periode Mei
2023 hingga Februari 2024 dengan durasi 60-90 menit per sesi, menggunakan panduan
pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi mendalam tentang persepsi,
pengalaman, dan evaluasi informan terhadap mekanisme kerjasama bilateral. Selain
wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi partisipan terbatas dalam tiga forum
koordinasi bilateral, yaitu rapat teknis Divhubinter-PDRM, simulasi operasi bersama
perbatasan, dan workshop ASEANAPOL Working Group, untuk mengamati secara
langsung dinamika interaksi dan proses pengambilan keputusan. Sumber data sekunder
meliputi dokumen resmi seperti perjanjian bilateral (MLA Treaty, perjanjian ekstradisi,
MoU kerjasama), laporan tahunan institusi kepolisian (2019-2023), dokumentasi kasus
TOC yang telah diselesaikan (dianonimisasi), serta arsip historis dan publikasi akademik
yang relevan. Kombinasi multi-metode ini memungkinkan triangulasi data dan
pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik
(thematic analysis) mengikuti model enam tahap yang dikembangkan oleh Braun dan
Clarke (2006). Tahap pertama adalah familiarisasi dengan data melalui transkripsi lengkap
wawancara, pembacaan berulang dokumen, dan pencatatan awal ide serta pola yang
muncul. Tahap kedua melibatkan pembuatan kode awal secara terbuka terhadap seluruh
data dengan bantuan software NVivo 12, yang menghasilkan 147 kode awal. Pada tahap
ketiga, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam tema potensial dan dipetakan
hubungan konseptualnya, mengidentifikasi 12 tema utama. Tahap keempat dilakukan
review tema untuk memverifikasi koherensi internal dan kesesuaiannya dengan data asli,
diikuti oleh tahap kelima yaitu pendefinisian dan penamaan tema secara operasional.
Tahap akhir adalah produksi laporan analitis yang menyajikan temuan dalam narasi ilmiah
yang koheren, dilengkapi dengan kutipan ilustratif dari data. Proses analisis ini bersifat
iteratif dan reflektif, dengan peneliti secara aktif terlibat dalam interpretasi makna dan pola
yang muncul dari data, sambil menjaga transparansi dan auditabilitas melalui dokumentasi
lengkap setiap keputusan analitis.

Untuk memastikan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan beberapa
strategi validasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfirmasi data wawancara
melalui dokumen resmi dan observasi, sementara triangulasi metode dicapai dengan
menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Member checking
dilaksanakan dengan menyajikan hasil analisis awal kepada lima informan kunci untuk
konfirmasi akurasi interpretasi, dan peer debriefing dilakukan melalui diskusi rutin dengan
dua pakar metodologi kualitatif serta presentasi dalam forum akademik. Transferabilitas
dijaga melalui thick description yang menyajikan konteks penelitian secara mendetail dan
purposive sampling maximum variation yang memastikan variasi perspektif informan.
Dependabilitas dipenuhi dengan audit trail yang mendokumentasikan seluruh keputusan
metodologis dan reflexivity journal yang mencatat bias serta posisionalitas peneliti.
Konfirmabilitas ditingkatkan melalui negative case analysis yang menguji ketahanan
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temuan terhadap kasus-kasus yang bertentangan dengan pola umum. Selain aspek
metodologis, penelitian ini juga mematuhi prinsip etika penelitian kualitatif dengan
mendapatkan informed consent dari seluruh partisipan, menjamin kerahasiaan dan
anonimitas melalui penggunaan pseudonym dan enkripsi data, meminimalisir risiko
dengan menghindari pertanyaan sensitif tentang operasi rahasia, serta menerapkan
resiprositas dengan berbagi temuan penelitian kepada peserta dan penyediaan masukan
kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Transnational Organized Crime (TOC) di
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia telah berkembang menjadi fenomena
multidimensional dengan karakteristik khusus. Berdasarkan analisis dokumen dan
wawancara dengan informan, terdapat empat klaster utama kejahatan transnasional yang
dominan: (1) perdagangan narkotika dengan jaringan yang terhubung ke Golden Triangle
dan Golden Crescent, (2) perdagangan manusia dan penyelundupan migran yang
dimanfaatkan oleh sindikat terorganisir, (3) terorisme lintas batas dengan jaringan yang
terafiliasi dengan kelompok radikal regional, dan (4) kejahatan ekonomi transnasional
termasuk pencucian uang dan penyelundupan barang.

Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1 dari Divhubinter Polri: "Modus
operandi sindikat TOC semakin canggih dengan memanfaatkan kerumitan geografis
kepulauan Indonesia dan celah administratif di perbatasan. Mereka tidak hanya
mengandalkan jalur tradisional tetapi telah mengembangkan sistem logistik yang
terintegrasi dengan menggunakan teknologi digital.” Temuan ini konsisten dengan
laporan UNODC (2021) yang menyebutkan Asia Tenggara sebagai wilayah dengan
pertumbuhan jaringan kejahatan terorganisir tercepat.

Analisis data menunjukkan pola spasial yang menarik: wilayah perbatasan
Kalimantan Barat-Kalimantan Utara dengan Sarawak-Sabah menjadi episentrum
perdagangan narkotika, sementara Selat Malaka dan perairan Kepulauan Riau menjadi
koridor utama penyelundupan manusia dan barang. Fenomena "borderless crime dalam
bordered territory” ini, menurut Informan 2 dari PDRM, disebabkan oleh: "Perbedaan
regulasi, kapasitas pengawasan yang tidak merata, dan tingginya permintaan pasar gelap
di kedua negara."”

Penelitian mengidentifikasi lima kendala struktural utama dalam kerja sama
kepolisian tradisional Indonesia-Malaysia:

Pertama, asimetri sistem hukum yang fundamental antara civil law system
(Indonesia) dan common law system (Malaysia). Asimetri ini menciptakan kesenjangan
dalam prosedur investigasi, standar pembuktian, dan mekanisme ekstradisi. Sebagaimana
dijelaskan Informan 3: "Dalam kasus pencucian uang, Indonesia menggunakan
pendekatan penyidikan proaktif sementara Malaysia lebih reaktif. Perbedaan ini sering
memperlambat proses hukum."

Kedua, kompleksitas birokrasi dalam mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA)
dan ekstradisi. Data menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian permintaan MLA
mencapai 8-12 bulan, sementara kejahatan TOC memerlukan respons dalam hitungan hari.

Informan 4 menegaskan: "Sindikat narkotika dapat memindahkan operasi mereka
dalam 72 jam, sementara surat resmi kita masih berkutat di tingkat kementerian."

Ketiga, faktor politik dan historis yang masih mempengaruhi dinamika kerja sama.
Meskipun hubungan diplomatik telah membaik, sensitivitas sejarah konfrontasi 1960-an
dan ketegangan periodic mengenai isu tenaga kerja Indonesia masih menjadi faktor
pertimbangan. Informan 5 menyatakan: "Ada saat-saat tertentu dimana keputusan
operasional harus mempertimbangkan atmosfer politik yang sedang berlangsung."
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Keempat, disparitas kapasitas teknologi antara Polri dan PDRM. Analisis
menunjukkan bahwa PDRM memiliki akses yang lebih baik terhadap sistem database
internasional dan teknologi forensik digital, sementara Polri masih menghadapi
keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Kelima, perbedaan struktur komando dimana Polri berada di bawah Presiden
sedangkan PDRM di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Perbedaan ini
mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan operasional lintas batas.

Berdasarkan analisis studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan
nodal governance telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, meskipun belum
terstruktur secara sistematis.

Kasus jaringan teroris yang melibatkan Rullie Rian Zeke menunjukkan bagaimana
multi-node coordination bekerja efektif. Node utama terdiri dari Densus 88 AT Polri
(Indonesia), Special Branch PDRM (Malaysia), dan PNP (Filipina), dengan node
pendukung termasuk imigrasi, intelijen finansial, dan otoritas penerbangan. Mekanisme
kerja yang terbukti efektif adalah pembentukan ad hoc joint task force yang
memungkinkan pertukaran informasi real-time tanpa melalui birokrasi konvensional.
Sebagaimana diungkapkan Informan 6: "Kami menggunakan saluran komunikasi khusus
yang hanya dapat diakses oleh tim inti, memotong 5 level birokrasi normal."”

Kasus ini mengilustrasikan complex interdependence dalam nodal governance.
Node yang terlibat meliputi otoritas maritim Indonesia, pengadilan negeri Balikpapan,
Departemen Kehakiman AS, PDRM, perusahaan pelayaran Vietnam, dan Dewan
Keamanan PBB. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi tergantung pada
network centrality dimana Atpol Kuala Lumpur berfungsi sebagai broker node yang
menghubungkan berbagai aktor. Informan 7 menjelaskan: "Peran Atpol sebagai
penghubung memungkinkan koordinasi langsung antara penegak hukum Indonesia dan
Malaysia tanpa intervensi politik."

Mekanisme police-to-police dalam pemulangan tersangka narkotika ini
menunjukkan informal nodal network yang berkembang di tingkat operasional. Node
terdiri dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, IPD Ampang Jaya Malaysia, Divhubinter,
dan pihak imigrasi. Temuan menarik adalah adanya frust-based protocol dimana
pertukaran informasi sensitif dilakukan berdasarkan hubungan personal antar perwira yang
telah terjalin lama. Menurut Informan 8: "Kami memiliki kontak langsung di PDRM yang
dapat dihubungi 24 jam. Hubungan personal ini lebih efektif daripada saluran resmi."

Data sistem database bersama menunjukkan bahwa kolaborasi node kepolisian,
imigrasi, dan organisasi masyarakat sipil telah meningkatkan efektivitas penanganan
Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). Implementasi shared dashboard system
memungkinkan pelacakan real-time pergerakan sindikat perdagangan manusia. Namun,
penelitian juga mengungkapkan node fragility dimana ketergantungan pada teknologi
membuat sistem rentan terhadap gangguan teknis.

Berdasarkan analisis tematik terhadap data penelitian, teridentifikasi tiga model
nodal governance yang berkembang dalam kerja sama kepolisian Indonesia-Malaysia:

Pertama, Star-Shaped Network Model yang berpusat pada Divhubinter Polri
sebagai central node. Model ini efektif untuk koordinasi strategis namun rentan terhadap
single point of failure. Sebanyak 65% informan menyebutkan ketergantungan pada
Divhubinter sebagai hambatan ketika terjadi pergantian personel kunci.

Kedua, Polycentric Network Model yang muncul dalam penanganan kasus
terorisme. Model ini ditandai dengan adanya beberapa hub nodes (Densus 88, Special
Branch PDRM, ASEANAPOL) yang saling terhubung secara horizontal. Analisis
menunjukkan model ini lebih resilient tetapi memerlukan high trust environment yang sulit
dipelihara.
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Ketiga, Hybrid Adaptive Model yang berkembang secara organik di tingkat
perbatasan. Model ini mengkombinasikan struktur formal dan hubungan informal, dengan
Polda-Polda perbatasan membangun direct linkage dengan counterpart mereka di
Malaysia. Temuan menunjukkan bahwa 6 Polda perbatasan telah mengembangkan
protokol kerja sama sendiri yang lebih cepat daripada mekanisme pusat.

Analisis regresi kualitatif mengidentifikasi empat faktor kritis yang menentukan
keberhasilan implementasi nodal governance:

1) Network Trust Capital: Tingkat kepercayaan yang terbangun melalui interaksi
berulang dan kesamaan pengalaman operasional. Data menunjukkan bahwa tim yang
pernah menjalani joint training memiliki tingkat koordinasi 40% lebih tinggi.

2) Technological Interoperability: Kemampuan sistem teknologi berbeda untuk saling
berkomunikasi. Kasus integrasi database INTERPOL-Polri-PDRM menunjukkan
peningkatan 35% dalam kecepatan respons.

3) Institutional Flexibility: Kemampuan institusi untuk mengadopsi struktur sementara
(ad hoc task forces) sesuai kebutuhan operasional. Organisasi dengan fleksibilitas
tinggi menunjukkan efektivitas 50% lebih baik dalam penanganan kasus kompleks.

4) Leadership Continuity: Konsistensi kepemimpinan dalam node kunci. Pergantian
pimpinan di Divhubinter atau PDRM sering diikuti oleh penurunan intensitas
koordinasi selama 3-6 bulan masa transisi.

Temuan penelitian ini memperkaya konsep nodal governance dengan
memperkenalkan dimensi cross-border institutional adaptation. Berbeda dengan aplikasi
nodal governance dalam konteks domestik, implementasi dalam kerja sama transnasional
memerlukan double-layered trust building: baik pada level institusi maupun level individu.
Secara praktis, penelitian merekomendasikan pengembangan ASEAN Border Governance
Framework yang mengadopsi prinsip-prinsip nodal governance dengan spesifikasi: (1)
pembentukan Joint Border Intelligence Fusion Center, (2) standardisasi protokol teknologi
untuk semua node, (3) pengembangan cross-border nodal leadership program, dan (4)
mekanisme rapid response funding untuk operasi lintas batas.

Model Adaptive Nodal governance yang diusulkan dalam penelitian ini
menekankan pada dynamic node configuration dimana komposisi dan hubungan node
dapat beradaptasi sesuai karakteristik ancaman. Sebagaimana disarankan oleh Informan 9:
"Kita perlu sistem yang seperti jaringan syaraf: ketika satu rute terhambat, informasi
dapat mencari jalan alternatif melalui node lainnya."”

Keterbatasan implementasi nodal governance terletak pada accountability
ambiguity dimana sulit untuk menetapkan tanggung jawab ketika melibatkan multi-node
dari yurisdiksi berbeda. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme joint
accountability framework dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan kapabilitas
relatif masing-masing node dapat mengatasi tantangan ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa Transnational Organized Crime (TOC) di
wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia telah berkembang menjadi ancaman kompleks
dengan karakteristik jaringan lintas batas yang memanfaatkan kerentanan struktural kedua
negara. Analisis empiris menunjukkan bahwa kejahatan narkotika, perdagangan manusia,
terorisme, dan kejahatan ekonomi transnasional telah membentuk ekosistem ilegal yang
saling terhubung, dengan modus operandi yang semakin canggih dan adaptif terhadap
upaya penegakan hukum konvensional.

Temuan kunci penelitian mengungkapkan bahwa kerjasama kepolisian tradisional
menghadapi lima kendala struktural utama: (1) asimetri sistem hukum antara civil law
(Indonesia) dan common law (Malaysia), (2) kompleksitas birokrasi dalam mekanisme
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Mutual Legal Assistance dan ekstradisi, (3) pengaruh faktor politik dan historis dalam
dinamika hubungan bilateral, (4) disparitas kapasitas teknologi antara Polri dan PDRM,
serta (5) perbedaan struktur komando yang mempengaruhi kecepatan pengambilan
keputusan operasional.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoritis signifikan terhadap
pengembangan konsep nodal governance dalam studi keamanan transnasional. Pertama,
penelitian memperluas aplikasi nodal governance dari konteks domestik ke ranah bilateral
dengan mengidentifikasi mekanisme cross-border institutional adaptation yang unik.
Kedua, temuan penelitian memperkenalkan konsep double-layered trust building yang
menekankan pentingnya membangun kepercayaan simultan pada level institusi dan
individu dalam jaringan multi-node lintas batas. Ketiga, penelitian mengembangkan
tipologi model nodal governance dalam konteks kerjasama kepolisian bilateral, yaitu star-
shaped network model, polycentric network model, dan hybrid adaptive model, masing-
masing dengan karakteristik dan implikasi operasional yang berbeda.

Secara khusus, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang complex
interdependence dalam hubungan keamanan Indonesia-Malaysia dengan menunjukkan
bagaimana isu low politics (kejahatan transnasional) telah menjadi penggerak utama
kerjasama bilateral, sekaligus mengonfirmasi relevansi regime theory dalam menjelaskan
evolusi rezim kerjasama kepolisian di kawasan Asia Tenggar.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus empiris, penelitian ini
merekomendasikan pengembangan ASEAN Border Governance Framework yang
mengadopsi prinsip-prinsip nodal governance dengan spesifikasi operasional sebagai
berikut:

Pertama, pembentukan Joint Border Intelligence Fusion Center yang berfungsi
sebagai super-node koordinasi dengan mandat untuk integrasi data intelijen, analisis
ancaman terpadu, dan koordinasi respons cepat. Pusat ini harus dilengkapi dengan sistem
teknologi yang interoperabel dan diatur melalui protokol bersama yang disepakati kedua
negara.

Kedua, implementasi standardized nodal protocol yang mencakup: (a) mekanisme
komunikasi multi-level (strategis, operasional, taktis), (b) prosedur pertukaran informasi
sensitif dengan klasifikasi keamanan yang jelas, (c) protokol joint investigation dengan
pembagian peran yang terdefinisi, dan (d) mekanisme evaluasi kinerja jaringan secara
berkala.

Ketiga, pengembangan capacity building program berbasis nodal governance yang
meliputi: (a) cross-border nodal leadership training, (b) simulasi operasi bersama dengan
skenario multi-ancaman, (c) program pertukaran personel di tingkat node kunci, dan (d)
pengembangan kompetensi teknologi bagi personel lapangan.

Keempat, penguatan legal-institutional framework melalui: (a) harmonisasi
regulasi penanganan TOC di tingkat bilateral, (b) penyederhanaan prosedur MLA dan
ekstradisi, (c) pengadopsian mutual recognition principle untuk bukti digital, dan (d)
pembentukan fast-track channel untuk kasus prioritas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, akses
terhadap informasi operasional sensitif membatasi kedalaman analisis beberapa kasus
studi. Kedua, fokus penelitian pada perspektif institusi kepolisian mungkin belum
sepenuhnya mencakup dinamika aktor non-negara dalam jaringan nodal governance.
Ketiga, kontekstualitas temuan penelitian yang spesifik untuk hubungan Indonesia-
Malaysia membatasi generalisasi ke konteks bilateral lain tanpa modifikasi signifikan.

Untuk penelitian selanjutnya, tiga agenda riset diusulkan: Pertama, studi
komparatif tentang penerapan nodal governance dalam kerjasama kepolisian bilateral lain
di Asia Tenggara untuk mengidentifikasi pola umum dan kontekstual spesifik. Kedua,
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penelitian longitudinal tentang evolusi jaringan nodal governance untuk memahami
dinamika perubahan hubungan antar node dalam jangka panjang. Ketiga, studi evaluatif
tentang efektivitas berbagai model nodal governance dalam menangani jenis kejahatan
transnasional yang berbeda.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa nodal governance telah terbukti
sebagai kerangka kerja yang efektif dan adaptif untuk meningkatkan kerjasama kepolisian
Indonesia-Malaysia dalam menghadapi TOC. Keberhasilan implementasinya bergantung
pada kemampuan membangun network resilience melalui: (1) diversifikasi node dan
hubungan interdependensi, (2) pengembangan kapabilitas teknologi yang interoperabel,
(3) pemeliharaan modal sosial lintas batas melalui interaksi berkelanjutan, dan (4)
fleksibilitas institusional dalam merespons dinamika ancaman.

Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan kerjasama keamanan regional tidak
lagi ditentukan oleh kapasitas negara secara individual, tetapi oleh kualitas jaringan
kolaborasi yang dapat dibangun dan dipelihara. Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia
memiliki peluang strategis untuk menjadi pioneer dalam pengembangan model kerjasama
kepolisian berbasis nodal governance di kawasan ASEAN, dengan implikasi positif tidak
hanya bagi keamanan kedua negara tetapi juga bagi stabilitas regional yang lebih luas.

Model Adaptive Nodal governance yang diusulkan dalam penelitian ini
menawarkan jalan tengah antara kebutuhan kedaulatan nasional dan imperatif kerjasama
transnasional, dengan prinsip utama: "flexible in structure, united in purpose, and resilient
in action." Implementasi model ini memerlukan komitmen politik berkelanjutan, investasi
sumber daya yang memadai, dan yang paling penting—kepercayaan timbal balik yang
dibangun melalui tindakan nyata dan hasil konkret dalam memerangi musuh bersama:
kejahatan transnasional terorganisir.
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